I. Pendahuluan

Allah menciptakan manusia dalam
keadaan sempurna, dibanding dengan
mahluk yang lain, dibekali akal fikiran
serta ilmu pengetahuan untuk kebaha-
giaan hidupnya di dunia maupun di
ahirat, diperintahkan untuk melaksa-
nakan amanat dengan sebaik-baiknya
dalam mencapai ridlo Allah. Manusia
dalam kehidupan bermasyarakat mem-
punyai cita, karsa, rasa dan karya
yang herbeda, bersaing antara satu dan
lainnya manakala di antara yang berti-
kai tidak ada yang mengalah, perbeda-
an itu akan timbul dan saling
bertabrakan.

Manusia yang menurut Aristoteles
adalah  mahluk hidup yang ber-
masyarakat (zoon poticon) yang selalu
hidup berkelompok antara satu dan la-
innya, mempunyai cita ragam yang
berbeda antara sesamanya (social and
political being) (E.Utrech, 1957: 5).
Ungkapan tersebut menunjukkan bah-
wa manusia pada dasarnya adalah ma-
syarakat yang dapat diatur dalam ta-
tanan bermasyarakat, yang meliputi as-
pek kehidupan dan kesejahteraannya
terjamin, dalam artian kehidupan san-
dang, pangan, papan, rasa aman dapat
terjamin tidak aikuasai dan diusik oleh
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kelompok manusia lainnya.

Salah satu faktor usaha manusia
untuk mencapai kebahagiaan di antara-
nya melaksanakan  amanat  Allah
yang dibebankan manusia dan di-
jalankan dengan seadil-adilnya, misal-
nya seorang pemimping atau hakim
dalam menjalankan tugas atas jabatan-
nya harus dilaksanakan sesuai dengan
amanat yang diembannya, sebagaimana
Al-Qur’an menjelaskan:

Sesungguhnya  Allah  menyuruh
kamu menyampaikan amanat kepada
yang berhak menerimanya. dan
menyuruh kamu apabila menetapkan
hukum di antara manusia supaya kamu
menetapkan dengan adil, sesungguhnya
Allah memberi pengajaran yang se-
baik-baiknya kepadamu, sesunggulinya
Allah adalah Maha mendengar lagi
Maha Melihat (Al- Qur'an, S: 58 dan
128).

Di antara usaha manusia dalam
mencipakan keadilan hidupnya adalah
dengan upaya memutuskan perkara hu-
kum (hukum pidana) karena hukum
merupakan bagian dari kehidupan ma-
nusia yang bertujuan untuk mencip-
takan keadilan, upaya ini besar ke-
mungkinan akan berhasil manakala
proses penyelesaian hukum (perkara)



dilalui dengan seimbang antara pihak
terdakwa dan pihak penegak hukum
(hakim dan jaksa).

Kepentingan terdakwa adalah ter-
peliharanya hak-hak sebagai terdakwa
dimana hanya ada satu kali penuntutan
bagi si terdakwa, pengulangan dak-
waan (tuntutan pidana) dalam perkara
yang sama adalah suatu pelanggaran
terhadap hak-hak terdakwa untuk
menghindari tuntutan yang kedua ka-
linya maka dalam hal ini masyarakat
banyak sekali tidak tahu mengenai hu-
kum aturan-aturan yang diberlakukan
hususnya di Indonesia di antaranya ba-
nyak masalah-masalah yang bersitat
individu, misalnya masalah perdata,
pidana, pertanahan, warisan dan seba-
gainya. Salah satu diantaranya ialah
mengenai hak seseorang yang dapat
diperiahankan apabila hak yang me-
nuntut telah dijatuhkan vonisnya, ke-
mudian si tertuduh ditunwe kembali
dalam suatu perkara yang sama dan
tuntutan ini wenurut hukum tidak di-
benarkan dijatuhkan karena vonis hu-
Kum terdahulu perkaranya sama, scba-
gaimana dijelaskan dalam istilah hu-
Kkum disebut Azas Nebis In Idem.

II. Azas Nebis In Idem dalam

Mekanisme Hukum Positip

A. Pengertian Azas Nebis In

ldem
Pengertian Azas Nebis in Idem
menurut Kamus Beldnda - Indonesia
adalah: Tiada scorangpun boleh ditun-
tut atau didakwa sekali lagi lantaran
perbuatan  baginya telah  diputuskan,
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atau dengan kata lain apabila ada suatu
kasus yang telah dijatuhkan vonisnya,
tidak boleh disidangkan lagi atau di-
tuncut kembali untuk kedua kalinya da-
lam perkara yang sama apabila hakim
sudah memutuskan (M.R.H.Van Der
Tas, t: 218).

CST. Simorangkir dkk. mengata-
kan bahwa Nebis In Idemw (atau Non
Bis In Idem) adalah tidak boleh suatu
perkara yang sama yang sudah dipu-
tus, diperiksa dan diputus lagi untuk
kedua kalinya oleh Pengadilan (Pasal
76 KUHP) (CST. Simorangkir dkk,
1983: 116).

Orang yang tidak tau tentang ma-
salah hukum apabila menghadapi suatu
masalah perkara yang penulis paparkan
di atas, memungkinkan untuk meneri-
ma putusan yang keduakalinya bahkan
mendapat hukuman atau vonis yang
keduakalinya dengan mengakibatkan
hukuman lebih berat dibebankan lagi
bagi si terdakwa, olel karenanya si
terdakwa  minimal harus mengetahui
masalah perkara yang dibebankan dan
aturan-aturan hukumnya melalui
penasihat hukum, dan seorang hakim-
pun dalam mempelajari suatu perkara
harus terbuka dan teliti dengan mem-
perhatikan hak asasi si terdakwa, ja-
ngan sampai dirugikan dalam penetap-
an  hukumdn, dengan menetapkan
sanksi yang secadil-adilnya, sebagai-
mana dipaparkan dalam pasal 76
KUHP yang dijadikan sebagai dasar
hukum dari Azas Nebis In ldem ini.

B. Dasar Hukum Azas Nebis In

ldem



Berdasarkan pasal 76 KUH Pi-
dana dikatakan dasar hukum Azas ini
adalah:

1. Kecuali dalam hal keputusan ha-
kim masih boleh diubah lagi,
maka orang tidak boleh dituntut
sekali  lagi lantaran perbuatan
yang baginya telah diputuskan
oleh hakim Negara Indonesia de-
ngan keputusan yang tidak boleh
lagi ....

(3]

Jika putusan iw berasal dari ha-
Kim lain penuntutan tidak boleh
dijalankan terhadap orang itu oich
sebab perbuatan itu juga dalam
hal:

l.e. Pembebasan atau pelepasan
dari penuntutan hukuman.
Putusan hukuman dan
hukunmnya itu  habis  di-
jalankannya, atau mendapat
ampun atau hukuman itu gu-
gur atau tidak dapat di-
jalankan lagi karena lewat

2.e.

waktu (R. Soesilo, 1980:
77).
Disamping adanya pasal 76

KUHP pidana tersebut di atas dasar
berlakunya Nebis In [dem dapat dilihat
dari suatu peristiwa tertentu. yang di-
ambil dari putusan hakim yang telah
divonis dan tidak diubah lagi, baik
dari segi penjatuhan hukum (Veroor-
deling), pembebasan dari tuntutan hu-
kuman (Onslag Van Rechitsvervalging)
maupun pembebasan (Vrijpraak), apa-
bila sudah ada keputusan, maka orang
tersebut  tidak dapat dituntut untuk
keduakalinya dalam peristiwa yang
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sama.

Dalam Azas Nebis In Idem hak
menuntut bisa hilang apabila terdakwa
meninggal dunia (pasal 77 - 78 KUH
Pidana) atau peristiwa itu lewat waktu
(Verjaring), begitu juga perkara yang
diselesaikan di luar pengadilan secara
damai, misalnya saja pada suatu pe-
langgaran yang hukuman pokoknya
denda yang dibayar secara maksimum
beserta biaya perkara dengan  Suka
rela.

C. Syarat dan Faktor pendorong
lahirnya Azas Nebis In Idem

Kriteria yang dapat diterapkannya

Azas Nebis In Idem adalah apabila se-

seorang yang melakukan pelanggaran

atau perbuatan yang dibenarkan menu-

rut pasal 76 KUH Pidana antara lain

harus memenuhi persayaratan:

a. Perbuatan yang dilakukan adalah
sama.

b. Orang yang melakukan tindak pi-
dana adalah pelakunya sama.

¢. Perbuatan yang dilakukan telah
ada penetapan hukum yang dipu-
tuskan tetap oleh Pengadilan.

Ketentuan tersebut manakala per-
karanya diperiksa dan diputus oleh ha-
kim Negara Indonesia (Peradilan di In-
donesia) sedangkan apabila hakim bu-
kan Negara Indonesia, putusan itu ter-
batas pada keputusan yang berisi pem-
bebasan dari penuntutan sesuatu hu-
kuman, dan apabila itu sudah sclesai
dijalani.

Adapun faktor pendorong adanya



Azas Nebis In Idem antara lain adalah;
a. Setiap ada perkara harus ada pe-
nyclesaiannya, scbagaimana apa-
bila ada  penyelidikan  atau
penyidikan  harus ada  akhirnya,
kdrena hakim merupakan salah
satu alat Negara (penegak hukum)
yang bertugas mengadili perkara

(memutuskan  perkara) dengan
seadil-adilnya  melalui ~ Yuris-
prodensi yang telah ditetapkan

dan mempunyai konsekwensi hu-

kum yang tidak dapat dirubah.
b.  Untuk memberikan kepastian hu-

kum baik kepada individu maupun
pada masyarakat karena lembaga
Peradilan  merupakan pengayom
masyarakat, apabila tidak mempu-
nyai sikap yang pasti dalam me-
mecahkan suatu perkara berarti
tidak dapat menjamin adanya ke-
tertiban  dan  ketentraman  hidup
masyarakat.

Dalam pasal 76 KUH Pidana
menjelaskan bahwa pelaku tindak ke-
jahatan dalam melakukan perbuatan
yang sama (gabungan perbuatan) apa-
bila diputuskan perkaranya dalam pe-
nuntutan cukup satu kall tuntutan, di
mana kaitannya dijelaskan dalam pasal
63 KUH Pidana yang maksudnya yaitu
Perbuatan Gabungan itu sendiri antara
lain:

I. Jika sesuatu pevbuatan terma-
suk dalam beberapa ketentuan pidana,
maka hanyalah dikenakan satu saja
dari ketentuan itu, jika hukumannya
berlainan, maka yang dikenakan ialah
ketentuan yang terberat hukuman pok-
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oknya, sebagaimana dijelaskan dalam

pasal 69 KUH Pidana yang berbunyi:

a. Perbandingan berammya hukuman
pokok yang tidak scjenis, ditentu-
kan oleh susunan dalam pasal 10.

b. Dalam hal-hal hakim boleh
memilih antara beberapa hukuman
pokok, maka pada perbandingan
hanya hukuman yang terberat saja
yang boleh dipilihnya.

¢. Perbandingan beratnya hukuman
pokok yang sejenis, ditentukan
oleh maksimumnya.

¢. Perbandingan [amanya huxuman
pokok yang tidak sejenis begitu-
pun hukuman pokok yang sejenis
ditentukan  oleh  maksimumnya
(R.Soesilo, 1980: 72).

Maksud dari hukuman pokok se-
jenis tersebut adalah hukuman penjara
dengan  hukuman penjara, hukuman
kurungan dengan hukuman kurungan,
hukuman denda dengan hukuman
denda, perbandingan antara hukuman-
hukuman tersebut (tidak sejenis) diten-
tukan menurut susunan dalam pasal
10, jadi yang terberat ialah hukuman
mati, lalu hukuman penjara, kemudian
hukuman kurungan dan teringan adalah
hukuman denda, sedangkan hukuman
penjara atau denda lebih berat daripada
ancaman hukuman kurungan atau
denda.

Hukuman yang tidak sejenis mi-
salnya kejahatan yang satu  diancam
hukuman penjara, sedangkan kejahatan
lain diancam dengan hukuman kurun-
gan atau yang satu hukuman penjara



dan yang lain hukuman denda atau
yang satunya hukuman kurungan se-
dangkan yang lainnya lagi hukuman
denda. Perbandingan beratya hukum-
an yang sejenis ditentukan oleh mak-
simum hukuman, misalnya ancanian
hukuman penjara maksimum 10 tahun
atau lebih berat dari ancaman hukuman
penjara maksimum 8 tahun, atau an-
caman hukuman kurungan maksimum
6 bulan itu lebih berat dari pada an-
caman hukuman 4 bulan, atau ancan-
an hukuman denda maksimum 500
rupiah itu lebih berat dari ancaman hu-
Kuiman detda maksimum 300 rupiah
dan seterusnya.

Sedangkan perbandingan lamanya
hukuman yang tidak sejenis ditentukan
oleh maksimumnya ancaman hukuman
kurungan maksimum 6 bulan, meski-
pun suatu hukuman kurungan toh lebih
berat daripada ancaman hukuman pen-
jara maksimum 3 bulan ( R.Soesilo,
1080: 73).

2. Jika bagi sesuatu perbuatan
yang terancam oleh Ketentuan pidana
umum pada Ketentuan pidana yang is-
timewa itu saja yang akan digunakan
(R.Soesilo, 1980: 68).

Pasal yang termasuk dalan gabun-
gan (samen loop) perbuatan yang bo-
leh  dihukum atau peristiwa pidana,
jika turut  melakukan  (dulneming)
menggambarkan banyak ordig yang
melakukan beberapa petistiwa pidana,
Kita kenal pula “mengulangi” (Re-
cidive) peristiwa pidana, yang meng-
gambarkan Satu orang melakukan be-
herapa peristiwa pidana, perbedaannya
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samenloop antara melakukan peristiwa
pidana yang satu dengan yang lain be-
lum pernah ada putusan hakin (vonis)
sedangkan pada Recidive antara nicla-
Kukan peristiwa pidana yang satu de-
ngan yang lain sudah ada keputusan
hakim (Vonis) (R. Soesilo, 1980: 68).

Ada tiga macam  gabungan
(samenloop) menurnt pasal 63 KUHP
antara lain:

I.  gabungan satu perbuatan (Een-
doadsche  Samenloop Concursus
idealis).

2. Perbuatan yang diteruskan (Voort-

gezette handeling).

Gabungan  beberapa  perbuatan

(meerdaadsche samenloop concur-

sus realis) (R. Soesilo, 1980:63 ).

(95

Namun dalam pasal ini yang lebih
ditekankan dari Ketiga macam perbuat-
an gabungan hanya perbuatan gabung-
an satu perbuatan saja (Eendaadsche
samenloop Cocursus idealis) yaitu
selakukan suatu perbuatan termsuk be-
berapa ketentuan pidana yang tidak da-
pat  dipisah-pisahkan, dalam artian
yang satu tanpa melenyapkan yang lain
(Conditiosinequa non) misalnya saja:
a.  Orang membunuh dengan tem-
bakan pada orang lain di belakang
kaca, schingga kaca pecah, masuk
ketentuan - pidana  pembunuhan
(pasal339) dan merusak barang
pasal 406 yang dikenakan tuntutan
hanya pasal yang terberat yaitu
pasal 339.
b. Orang

memperkosa  bersetubuh



perempuan ditempat umum masuk
ketentuan pidana memperkosa pe-
rempuan (pasal 285 dan merusak
kesopsnan umum pasal 281) ha-
nya dikenakan satu pasal yaitu pa-
sal 285 dst. (R.Soesilo, 1980:
69).

D. Tujuan Dasar Azas Nebis In
Idem

Tujuan dani dasar Azas Nebis In
ldem antara lain:

1. Jangan sampai pemerintah beru-
lang-ulang membicarakan tentang
peristiwa yang sama itu juga, se-
hingga dalam satu peristiva ada
beberapa  putusan-putusan  yang
bermacam-macam yang nantinya
akan  mengurangi  kepercayaan
rakyat terhadap pemerintalmya.

2. Sckali orang sebagai terdakwa ha-
rus diberi ketenangan hati jangan-
lah orang dibiarkan terus-menerus
dengan  perasaan terancam oleh
bahaya penuntutan kembali dalam
peristiwa yang sckali telah dipu-
tus.

Sedangkan berlakunya dasar Azas
Nebis In Idem itu digantungkan kepa-
da hal bahma terhadap sescorang itu
juga mengenai peristiva yang tertentu
telah diambil keputusan oleh hakim de-
ngan Vonis yang tidak diubah lagi, pu-
tusan ini berisi:

a. Penjatuhan  hukuman (Veroor-
deling) dalam hal ini oleh hakim
diputuskan,  bahwa  terdakwa
terang salah telah melakukan pe-
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ristiwa pidana yang dituduhkan
kepadanya, atau

b. Pembebasan dari penuntutan hu-
kuman (Ontslag Van Rechtsver-
volging) dalam hal ini hakim
memutuskan  bahwa  peristiwa
yang dituduhkan kepada terdakwa
cukup dibuktikan dengan terang,
akan tetapi peristiwa itu ternyata
bukan peristiwa pidana atau ter-
dakwanya kedapatan tidak dapat
dihukum, karena tidak dapat
dipertanggungjawabkan atas per-
buatan itu, atau

c. Putusan bebas (Vrijspaak) putusan
ini berarti bahwa kesalahan ter-
dakwa atas peristiwa yang di-
tuduhkan kepadanya tidak cukup
buktinya (R.Soesilo, 1980: 77).
Bila sudah ada keputusan hakim

yang semacam tersebut diatas, orang

tidak dapat dituntut untuk kedua ka-
linya terhadap peristiva itu juga, tetapi
ini tidak berarti bahwa Vonis itu tidak
bisa diperbaiki lagi, peraturan bandin-
gan oleh hakim yang lebih tinggi,
perampunan oleh kepala Negara dan

Cassatie oleh hakim yang tertiggi sen-

antiasa masih dapat dilakukan.

Hakim yang dimaksudkan dalam
pasal ini yaitu baik hakim di Indonesia
(termasuk hakim adatnya) maupun ha-
kim di Negeri lain meskipun hakim
yang terakhir ini hanya terbatas sampai
keputusan tentang:

1. Pembebasan atau pembebasan dari
penuntutan hukuman, dan

2. Penjatuhan hukuman iw elah gu-



gur karena kedaluarsa (lewat wak-
tunya) (R. Soesilo, 1980:78).

HI. Kesimpulan

Dari uraian penulis di atas, apa-
bila penulis telah secara seksama, azas
nebis in idem perlu Kita ketahui bagi
masyarakat yang masih awam dalam
masalah hukum untuk mengantipasi ja-
ngan sampai pelaksanaan aturan hu-
kum tidak diterapkan secara adil dan
konsekwen, harus berpedoman kepada
ketentuan undang-undang yang ada dan
pengalaman yang peruah terjadi dijadi-
kan pelajaran bagi hamba hukum, khu-
susnya Pengadilan Negeri, misalnya
dalam kasus Lingah dkk. (masalahnya
pernah ditayangkan majalah Kartini
edisi Oktober No 524 tahun 1994)
yang pada dasamya azas nebis in idem
ini merupakan suatu azas yang mem-
berikan perlindungan bagi si terdakwa
yang kaitannya dengan hak azasi ma-
nusia dalam artian setiap manusia
mempunyai hak yang sama dalam per-
lindungan hukum di Negara Indonesia
ini yang ketentuannya sebagai berikut:

1. Pasal 76 KUH Pidana merupa-
kan dasar hukum Nebis In ldem, bah-
wa dalam hal keputusan hakim masih
boleh diubah lagi, maka orang tidak
boleh dituntut sekali lagi lantaran per-
buatan yang baginya telah diputuskan
oleh hakim Negara Indonesia dengan
keputusan yang tidak boleh diputuskan
lagi.

2. Jika putusan itu berasal dari
hakim lain, maka penuntutan tidak bo-
leh dijalankan terhadap orang itu oleh
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sebab perbuatan itu juga dalam hal:

a. Pembebasan atau pelepasan dari
penuntutan hukuman,

b. Putusan hukuman dan hukuman-
nya telah dijalankan atau menda-
pat ampunan atau hukuman it
gugur karena lewat waktu.

3. Untuk menghindari jangan
sampai terjadi pemerintah berulang-
ulang membicarakan tentang peristiwa
yang sama, sehingga dalam satu peris-
tiwa ada beberapa macam putusan, se-
hingga mengurangi kepercayaan rakyat
terhadap pemerintah.

4. Menghindari hukuman yang te-
lah dijatuhkan oleh si terdakwa dan
telah menjalani hukuman dalam peris-
tiwa yang sama, yang Vonisnya telah
dijatuhkan terlebih  dahulu, untuk
memberi  ketenangan jangan sampai
terjadi Vonis dijatuhkan kedua kalinya.
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